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BAB V. 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penembakan ditempat Laskar FPI di Kabupaten Karawang oleh Anggota Polda Metro 

Jaya tidak melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia karena adanya serangan awal 

dari laskar FPI yang membahayakan nyawa orang lain sehingga harus ada perlawanan 

(penembakan) untuk mempertahankan hidup. Tindakan untuk mempertahankan hidup 

sesuai dengan amanat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang 

Hak Asasi Manusia. Terdakwa Yusmin Ohorella yang bertugas di lapangan adalah 

aparat penegak hukum (polisi) yang memenuhi kualifikasi dalam penggunaan senjata 

api dan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan instruksi 

SP.Lidik/5626/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 05 Desember 2020 dan Surat Perintah 

Tugas Nomor: SP.Gas/9769/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 05 Desember 2020 

sehingga perbuatan Yusmin Ohorella sah secara hukum. Polisi memiliki diskresi karena 

pada saat menjalankan tugas laskar FPI telah melakukan penyerangan yang bisa 

membahayakan nyawa anggota POLDA Metro Jaya dan masyarakat.  

2. Kebijakan hukum dalam penanganan kasus penembakan laskar FPI oleh Anggota Polda 

Metro Jaya di Kabupaten Karawang sesuai ketentuan hukum acara pidana di Indonesia 

dimulai dari penyidik yang menetapkan tersangka Yusmin Ohorella karena memenuhi 

dua alat bukti berupa list keterangan saksi kematian 6 laskar FPI di tempat kejadian 

perkara dan visum et repertum. Dakwaan primair penuntut umum terhadap Yusmin 

Ohorella menyesuaikan hasil penyidikan yaitu melanggar Pasal 338 KUHP tentang 

pembunuhan. Putusan Nomor: 868/Pid.B/PN.Jkt.Sel. membebaskan Terdakwa Yusmin 

Ohorella karena adanya pembuktian bahwa tindakan penembakan dilakukan karena 

pembelaan terpaksa (noodweer) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer 
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exces). Terdakwa Yusmin Ohorella bersama tim yang bertugas mengalami 

keguncangan jiwa yang hebat dalam artian menyebabkan perasaan gelisah, perasaan 

takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat 

(dahsyat) yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang, maka hal itu 

menyebabkan adanya alasan pemaaf seperti dijelaskan Pasal 49 ayat (2) KUHP bahwa 

pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh 

keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh 

dipidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Komnas HAM dapat 

dilibatkan dalam tahap penyelidikan di kepolisian agar meningkatkan transparansi bagi 

seluruh pihak yang berkonflik dengan hukum dan menghindari adanya impunitas dari 

lembaga penegakan hukum. 

 

B. Saran 

1. Bagi seluruh aparat kepolisian sebaiknya melakukan pemetaan terkait resiko saat 

bertugas di lapangan dan harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap segala 

ancaman saat bertugas di lapangan. Aparat kepolisian walaupun memiliki kewenangan 

diskresi dalam bertugas sebaiknya diberikan sosialisasi pemahaman kepada anggota 

yang bertugas di lapangan akan pentingnya pedoman-pedoman dalam regulasi resmi 

dalam penindakan pelaku yang berpotensi menimbulkan ancaman di masyarakat 

supaya dapat meminimalisir korban jiwa dalam tugas di lapangan.  

2. Bagi seluruh aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, dan hakim harus senantiasa 

memperhatikan secara detail setiap instrument hukum baik secara hukum internasional 

maupun hukum nasional yang relevan supaya setiap peristiwa tindak kejahatan di 

lapangan bisa diproses secara baik sehingga bisa memenuhi rasa keadilan bagi orang 

atau kelompok yang terlibat dalam konflik hukum. Kementrian Komunikasi dan 
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Informatika harus berusaha semaksimal mungkin dalam memfilter berita yang layak 

diakses oleh masyarakat umum. Kementrian Komunikasi dan Informatika harus segera 

memblokir akses platform media pemberitaan online yang berisi berita bohong (hoax) 

yang bisa menggiring opini publik. 

3. Bagi Komnas HAM selaku lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan 

lembaga negara lainnya harus secara aktif mengawasi proses peradilan untuk 

memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam setiap prosedur 

hukum acara pidana demi meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan 

publik terhadap institusi penegakan hukum (Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan) di 

Indonesia. Komnas HAM bisa berkolaborasi dengan lembaga perlindungan hukum, 

lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil untuk memperkuat pengawasan 

terhadap isu-isu hak asasi manusia yang berkembang di kehidupan sehari-hari. Komnas 

HAM dapat melakukan advokasi hukum untuk reformasi hukum dan melakukan 

penyuluhan hukum kepada masyarakat secara luas guna memastikan bahwa hukum 

yang ada sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. 

4. Institusi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) apabila menghadapi 

perkara hukum yang melibatkan anggotanya alangkah lebih baiknya melibatkan pihak 

luar independent yang berkompeten dibidangnya supaya masyarakat bisa yakin bahwa 

hukum di negara Indonesia ditegakkan secara adil dan transparan. Pihak luar 

independent berdasarkan analisis penulis yang bisa dilibatkan dalam proses 

penyelidikan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu Lembaga 

Perlindungan Saksi Dan Korban dan Komnas HAM yang memiliki anggota dari 

berbagai kalangan professional. Pihak independent yang dilibatkan dalam tahap 

penyelidikan akan menghindari adanya impunitas dalam sistem penegakan hukum di 

Indonesia.  Ius Constituendum dari analisis penulis yaitu perlu adanya regulasi yang 
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baru agar korban tindak pidana (terlebih terkait korban pelanggaran Hak Asasi 

Manusia) atau keluarga korban bisa lebih diperhatikan karena sejauh ini hukum di 

Indonesia lebih berfokus untuk menghukum pelaku. 
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